
WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 5*1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA

VIRUS DISEASE2019 (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a.bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukurn Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Couid-19) di Kota Banda Aceh, perlu menambah tata
cara pengenaan sanksi bagi pelanggar penerapan protokol
kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
[Covid-19) Di Kota Banda Aceh, dengan suatu Peraturan
Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

5. Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

10,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247):

12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penvakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

13.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

14.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-
19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)-,

15.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

16. Instruksi...



16.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2020 Nomor 249):

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di
Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Vims
Disease 2019;

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Vims Disease 2019 (Covid-19) Di Kota
Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor
45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.



1. Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang

selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat
Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala
Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.

6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-
19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari
Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-
CoV-2) yang telah menjadi pandemik global berdasarkan
penetapan dari World Health Organization (WHO) dan
ditetapkan sebagai bencana non aiam nasional berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penvebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

7. Protokol kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari
kerumunan.

8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan
semula.

9. Kegiatan sosial budava adalah kegiatan yang berhubungan
dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.

10. Kaiyawan adalah karyawan/ karvawati/ pegawai yang beketja
dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah
maupun swasta.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga
Negara Indonesia atau badan usaha vang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilavah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di
bidang perdagangan/jasa.

12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota adalah
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banda
Aceh.

13. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktifitas peketjaan yang
berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta
bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya
kreasi dan daya cipta individu tersebut, antara lain meliputi
subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual,
desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi,
fashion, game, musik, kriva. kuliner, penerbitan,
periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

14. Kegiatan.



14. Kegiatan Penyelenggaraan Eventf Pertemuan adalah sebuah
kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang
di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang
teratur untuk memperoleh suatu informasi atau
menyaksikan suatu kejadian antara lain seperti
penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun
internasional, peijalanan insentif, konferensi dan pameran.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara,
atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Bagiperorangan:

1) keija sosial;
2) denda administratif; atau
3) sanksi adat.

b. Bagipelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
1) denda administratif
2) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
3) pencabutan izin usaha.

(3) Keija sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat
ibadah, paling lama 2 jam.

(4) Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufa angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000
(seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku
usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab
tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf badalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu
rupiah) bagiusaha menengah dan besar.

(5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta
Banda Aceh.

(6) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal
pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan fasilitas umum
dibawah kewenangan pemerintahan gampong.

(7) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 3 sebagai berikut:
a. mengaji atau menghafal surat pendek;
b. mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah selama

1minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim;atau
c. mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-

turut.
(8) Sanksi...



(8) Sanksi adat bagi pelanggar vang non muslim menyesuaikan
dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.

3. Di antara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB dan 2 (dua)
ayat, yaitu BAB VA, Pasal 8A, dan Pasal 8B, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB VA
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 8A

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan
Hukumatau Satpol PP dan WH.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh gugus

tugas atau Satpol PP dan WH bevsama perangkat daerah
dan/atau instansi terkait; dan/atau

b. laporan atau pengaduan masyarakat.
(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau

pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada avat (2) terbukti adanya pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, PPNS
menerbitkan SuratTanda Bukti Pelanggaran (STBP).

(4) Selain menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPNS melakukan penahanan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan
lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

Pasal 8B

(1) Dendaadministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
disetor ke Kas Daerah.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) berdasarkan bukti
pelanggaranyang diterbitkan oleh Satpol PP dan WH.

Pasal II

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kota Banda Aceh.

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4. September 2020 M

12> Muharram 1442 H

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1September 2020 M

» Muharram 1442 H
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